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Abstrak

Perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha berkaitan dengan hak
dan kewajiban mereka dalam praktik bisnis. Hubungan hukum antara PT. Gradasi
Anak Negeri (PT. GAN) dengan para Investornya diikat dengan perjanjian jual beli
produk Investasi 52. Produk ini, menawarkan paket investasi minimal Rp. 5000.000
denganprofit sharing sebesar 10% setiap minggu selama 52 minggu dan akan
memperoleh sarden ikan kalengan merek “KIKU” sesuai dengan nilai yang
diinvestasikan. Pada periode ke-16, pembepiafit sharingmulai tidak lancar dan
terbukti telah menyebabkan kerugian bagi konsumen. Perbuatan tersebut masuk
dalam kategori kejahatan bisnis. Secara yuridis kejahatan bisnis berkaitan dengan
aspek hukum perdata dan juga aspek hukum pidana, namun dalam hal
tanggungjawab dan penyelesaian hukumnya disesuaikan dengan unsur-unsur yang
terbukti dalam 2 aspek/sistem hukum ini, dan merupakan sebuah pilihan bagi mereka
yang bersengketa dan/ atau yang dirugikan. Dalam hal ini, kejahatan bisnis investasi
52 diselesaikan melalui sarana “penalikum pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan
mengutamakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utamanya. Teknik
pengumpulan data dilakukan melaui studi kepustakaan, dengan mengelompokan
literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan. Penelitian
pustaka ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan dan menjelaskan
praktik bisnis PT. GAN dalam Peraturan dan Undang-undang serta akibat hukumnya.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan 2 haPertama, tanggungjawab
pengurus PT. GAN terhadap kerugian yang diderita oleh investor (konsumen) dalam
praktik bisnis MLM Investasi 52 secara konkrit dilakukan dengan cara melaksanakan
putusan Pengadilan Tinggi Banten. Hal ini, dikarenakan penyelesaian hukum
terhadap kejahatan bisnis tersebut didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri
Tangerang No. 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan putusan Pengadilan Tinggi Banten No.
112/PID/2013/PT.BTN. Dalam putusan tersebut, pengurus PT. GAN, yaitu terdakwa
| Hendra Gunawan bin Gatot Santoso dan terdakwa Il lham Hidayat, S.si. Apt Bin H
Achmad Dimyati telah secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan dan
pencucian uang dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 15 tahun dan
denda masing-masing sebesar Rp. 5 miliyar rupiah dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 10Klaalaa,
tanggung jawab dan penyelesaian hukum melalui putusan tersebut, telah memenuhi
perlindungan hukum bagi konsumen dan bagi pelaku usaha itu sendiri. Adapun
bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (investor) secara preventif didasarkan
pada UU No. 8/1999, UU No. 7/2014, UU No. 8/2010, UU No. 25/2007, UU No.
7/1992 jo. UU No. 10/1998, dan Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008.
Sedangkan perlindungan hukum bagi PT. GAN dan pelaku usaha lain yang beritikad
baik didasarkan pada UU No. 8/1999, UU No. 5/1999, dan UU No. 40/2007. Adapun
bentuk perlindungan hukum secara represif bagi konsumen (investor) didasarkan
pada kombinasi Pasal-pasal dalam KUPidana dan UU No0.8/2010 yang termuat di
dalam putusan No. 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan No.
112/PID/2013/PT.BTN.

Kata kunci : Perlindungan hukum, Konsumen, Pelaku Usaha, Bisnis MLM Investasi
dana, Tanggung Jawab Hukum, dan Penyelesaian Hukum.
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KATA PENGANTAR

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat, tidak terkecuali
dengan bisnid/ulti Level Marketing (MLM). Salah satu variasi bisnis MLM adalah
bisnis MLM Investasi dana. Seiring dengan perkembangan bisnis tersebut, isu
tentang perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha semakin menguat.
Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008,
UU No. 8/1999, UU No. 5/1999, UU No. 25/2007, UU No. 7/2014, UU No. 8/2010,
dan UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998. Perlindungan hukum melalui Permendag
dan Undang-undang tersebut diberikan dalam bentuk preventif dan represif, di
samping perlindungan hukum yang tercantum dalam UUD 1945, KUHPerdata,
KUHPidana yang diimplementasikan melalui proses penyelesaian hukum oleh aparat

penegak hukum (teori sistem hukum).

Pada akhir tahun 2011 di tengah maraknya bisnis Investasi dana berdirilah
PT. Gradasi Anak Negeri (PT. GAN) yang menawarkan produk investasi 52. Dalam
perkembangannya Investasi 52 telah merugikan para investor atau konsumennya
sehingga Komisaris dan Dewan Direksi PT. GAN harus berurusan dengan POLRI,
Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten. Putusan No.
99/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN telah
membuktikan pentingnya peranan sistem hukum pidana dalam praktik bisnis yang

mengarah pada kejahatan bisnis, dan merupakan bentuk kemajuan hukum Nasional.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukynhal ini berarti bahwa yang harus
dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum,
bukan politik, ataupun ekonomi. Salah satu unsur penting dari negara hukum
adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada setiap warga
negaranya, baik dalam bentuk perlindungan hukum preventif ataupun

perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi
hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti: keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu
perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan
hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun yang bersifat
represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam

rangka menegakkan peraturan hukum.

Mengingat begitu banyaknya jenis perlindungan hukum, maka dalam

penelitian ini lebih difokuskan pada jenis perlindungan hukum terhadap

'Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum®.

’Perlindungan HukunPreventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah
dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, seperti Peraturan-peraturan dan
Perundang-undangan; Perlindungan Hulepresif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau
telah dilakukan suatu pelanggaran.

®http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html. Diakses pada tanggal 21 Februari
Pukul 10.00 WIB.



konsumen dan pelaku usaha terutama dalam praktik bisnis penjualan

langsung.

Penjualan langsundgdrect Selling) adalah metode penjualan barang
dan/ atau jasa tertentu melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh
mitra usaha yang bekerja atas dasar komisi dan/ atau bonus berdasarkan hasil
penjualan kepada konsumen di luar lokasi eceran teBstanjutnya istilah
penjualan langsung dipersamakan dengan istilah MLM yang bermaksud
untuk menjelaskan praktik bisnisnya. Sedangkan, istilahi level marketing

digunakan untuk menjelaskan sistem yang digunakan dalam bisnis MLM.

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang dengan pesat, tidak
terkecuali dengan bisnis MLM. Bidang usaha atau jenis bisnis mencakup
bidang yang luas, baik barang maupun jasa. Salah satu variasi bisnis MLM
yang sedang berkembang adalah bisnis MLM di bidang inv&shéminun,
pada praktiknya terdapat berbagai tipu muslihat berkedok lembaga investasi

yang mengarah pada kejahatan bisnis.

Perubahan politik dan ekonomi menimbulkan pembaharuan pasar-
ekonomi, untuk mengantisipasinya membutuhkan hukum dan pengaturan

yang baru, terkait dengan penanggulangan kejahatan bisnis memerlukan

“Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-

DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem
Penjualan Langsung.

*Investasi adalah penanaman modal yang dilakukan investor, baik investor asing maupun

domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan.



pemanfaatan sanksi pidana secara intensif dilengkapi dengan mekanisme

pengaturaf.

Pengertian istilah kejahatan bisnis mengandung makna filosofis,
yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, pengertian istilah tersebut
mengandung makna bahwa, telah terjadi perubahan nilai-nilai dalam
masyarakat ketika suatu aktivitas bisnis dioperasikan sedemikian rupa
sehingga sangat merugikan kepentingan masyarakat luas. Secara yuridis,
pengertian istilah kejahatan bisnis menunjukan bahwa, terdapat dua sisi mata
dari uang, yaitu di satu sisi terdapat aspek hukum perdata dan sisi lain
terdapat aspek hukum pidahaSedangkan, secara sosiologis pengertian
istilah kejahatan bisnis telah menunjukan keadaan nyata yang telah terjadi
dalam aktivitas atau dunia bisnis, akan tetapi di sisi lain, menunjukan pula
bahwa kegiatan bisnis sudah tidak ada lagi keramalanigndly business

atmospherg®

Dalam konteks tersebut maka pelanggaran-pelanggaran dalam
kegiatan bisnis sudah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan jika

tidak dapat dikatakan sudah mencapai titik nadir sementara perangkat

®SupantoKejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidai@andung: Alumni,
2010), him. 171.

"Aspek hukum perdata lebih mementingkan perdamaian diantara para pihak sehingga
sifat regulasi lebih mengemuka hanya terkait hubungan hukum antar perorangan atau korporasi;
sedangkan aspek hukum pidana lebih mementingkan melindungi kepentingan umum atau
masyarakat luas atau negara sehingga sifat memaksa lebih mengemuka dibandingkan dengan sofat
regulasi. Tujuan sifat regulasi hukum perdata adalah memelihara keseimbangan (harmonisasi)
antara kepentingan para pihak, sedangkan sifat memaksa hukum pidana bertujuan untuk penjeraan
pihak yang menimbulkan kerugian atau kerusakan.

*Romli AtmasasmitaPengantar Hukum Kejahatan bispi@ogor: Kencana, 2003), him.
33-37.



hukum untuk menemukan pelakunya dan menghukumnya sudah tidak
memadai lagi. Konsekuensi logis dari keadaan dan masalah hukum tersebut
ialah diperlukan perangkat hukum lain, yaitu hukum pidana untuk membantu
menciptakan ketertiban, dan kepastian hukum serta untuk menemukan

keadilan bagi para pelaku usaha yang beritikad baik dan telah dird@ikan.

Pengakuan fungsi dan peranan hukum pidana ke dalam kegiatan
dalam lingkup dan wewenang hukum perdata sudah diakui pula secara
internasional, yaitu dalam OECD Convention on Combating Bribery of
Foreign Public Officials in International Business Transaction (December,

1992)1*

Secara umum praktik bisnis MLM, baik yang bergerak di bidang
usaha barang ataupun jasa terutama dalam bidang investasi dana lahir dari
perjanjian antara perusahaan atau produsen dengan distributor yang diikat
melalui pendaftaran anggota dalam bentuk formulir keanggotaan (klausal
baku) dan memiliki tujuan untuk memasarkan, mendistribusikan, atau

menjual produk secara langsung kepada konsumen.

Aktivitas bisnis sebagai kegiatan manusia atau masyarakat
mempunyai tujuan utama untuk memperoleh keuntungeofit). Perbuatan
ini tergolong dalam aktivitas di bidang keperdataan karena termasuk dalam

kepentingan individu. Namun, kadangkala dalam upaya untuk mencapai

%Ibid., him. 34.

%Romli AtmasasmitaHukum Kejahatan Bisnis “Teori dan Praktik di Era Globalisasi”
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), him. 45.

Ybid., him. 47.



keuntungan tersebut seringkali dilakukan dengan modus atau cara yang tidak
jujur sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Misalnya yang
pernah dilakukan oleh PT Peresseia Mazekadwisapta Abadi (Primaz), PT
Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS), PT Lautan Emas Mulia ataupun
dalam bisnis MLM investasi seperti yang dilakukan oleh CV Sukma yang

merugikan masyarakat melalui praktik bisnis berkedok investasi.

Pada akhir tahun 2011 di tengah maraknya bisnis investasi berdirilah
tim distributor yang bernama Gradasi Management. Tim distributor ini,
berada di bawah manajemen perusahaan MLMABIChange Indonesia. PT.
FurChange Indonesia adalah cabang dari FurChange group yang didirikan
oleh Mr. Baifeng dan berkantor pusat di Dallas Amerika Serikat. FurChange
Group adalah perusahaan penjualan langsudgecf( selling) yang
menawarkan produk kesehatan dan kecantikan berupa Chloropyll Spirulina

dan F-Pendant yang ditransaksikan melalui sistem multi level marketing.

Sebagai distributor PT. FurChange Indonesia, Gradasi Management
berusaha untuk meningkatkan penjualan produk barang dengan tujuan untuk
meningkatkan status distibutor mereka (naik level) sehingga mendapatkan
bonus yang besar dari perusahaan. Oleh karena itu, tim Gradasi Management
memodifikasi atau bisa dikatakan menggabungkan sisteuniti level
marketing perusahaan dengan sistem investasi buatan mereka sendiri yang
mereka sebut dengan nama “Investasi 52”. Dalam program Investasi 52
pembelanjaan cukup dilakukan satu kali, dan setiap minggunya investor akan
mendapatkarprofit sharing sebesar 10% selama 52 minggu atau 1 (satu)

tahun dari nilai belanja produk. Di samping itu, bagi siapa saja yang bisa



merekomendasikan orang lain maka akan mendapatkan bonus 100% dari nilai

pembelian produk orang yang direkomendasi&an.

Program Investasi 52 menawarkan paket investasi berkisar
Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.5000.000 (lima juta rupiah).
Selain itu, para investor juga akan mendapatkan paket bingkisan barang
berupa suplemen makanan/ minuman kesehatan atau “Chlorophyl
Sipirulina”. Hal ini berarti bahwa, pemasaran dan/ atau penjualan produk PT.
FurChange Indonesia berupa Chlorophyl Sipirulina dilakukan sekaligus

melalui mekanisme pemasaran dan/ atau penjualan paket Investasi 52.

Pada perkembangannya, program Investasi 52 tidak berjalan lancar
bahkan perusahaan induk PT. FurChange Indonesia memberhentikan mereka
dari keanggotaan, dikarenakan tim Gradasi Management tidak bersedia
menghentikan program Investasi 52 tersebut. Mereka yang tergabung dalam
tim Gradasi Management tetap menjalankan program investasinya dan
mengubah bentuk usahanya menjadi Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT.
Gradasi Anak Negeri (PT. GAN) dan PT. Gradasi Cipta Pratama (PT. GCP).
Meskipun telah terbentuk 2 (dua) PT, namun dalam pengelolaan
administrasinya masih tetap sama, sebagaimana pembagian peran lama dalam

tim Gradasi Management.

Sebagai strategi bisnisnya, kemudian PT. Gradasi Anak Negeri
menaikan limit paket minimal invesatasi semula Rp. 100.000 (seratus ribu

rupiah) menjadi Rp. 5000.000 (lima juta rupiah). Sehingga masyarakat/ calon

12 http://gradasi-m.blogspot.co.id/2012/06/cerita-anak-cucu-tentang-ptgradasi-anak.html.
Diakses pada 23 Maret 2016 puku 14.00 WIB.



investor yang mendengar penjelasan program-program tersebut mendapatkan
pemahaman gambaran nilai keuntungan yang menggiurkan. Dengan ilustrasi
sebagai berikut: 10 % x 52 minggu X nilai investasi minimal Rp.5000.000

(lima juta)= Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta) sebagai Bdnus.

Permasalahan muncul ketika memasuki periode ke-16, bonus 10%
yang dijanjikan tiap minggu mulai tidak lancar, dengan alasan telah terjadi
kesalahan sistem audit. Oleh karena itu, Perusahaan menerbitkan surat
keputusan pada tanggal 31 Maret 2012 bahwa, Dewan Direksi menyatakan
bonus akan dibagikan pada tanggal 16 April 281&amun, pada tanggal
yang telah dijanjikan tersebut bonus tidak juga bisa diambil. Di samping itu,
pada tanggal 7 Mei 2012 PT. Gradasi Anank Negeri menjanjikan
pengembalian modal bagi mereka yang melakukan pencabutan modal dan
pembagian bonus bagi yang tidak di cabut dananya pada waktu tersebut pun
tidak terealisasi, bahkan sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 pengembalian

modal investasi melalui cek pun ternyata kosong.

Menghadapi persoalan tersebut, para investor (konsumen) telah
menempuh 2 (dua) cara, yaitu: melalui caran-penal”, seperti: diplomasi
secara kekeluargaan (didasarkan pada perjanjian), mediasi yang ditengahi
Kepolisian, pembongkaran brangkas di rumah Sunar sasongko (sebagai
kapten besar) sampai dengan pengerahan masa ke kantor PT. Gradasi Anak
Negeri ternyata tetap tidak berhasil. Adapun penyelesaian hukum melalui

jalur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak ditempuh karena

13 putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN, him. 8.

“Sementara proses Audit berjalan, Gradasi tetap membuka lebar dan seluas mungkin bagi
orang yang ingin mendaftar sebagai investor baru.



putusannya bersifat lemah. Oleh karena itu, para investor menempuh jalur
hukum “penal” atau pidana, yaitu melaporkan pengurus PT. Gradasi Anak
Negeri terkait dengan praktik bisnisnya kepada Polda Metro Jaya. Pada
perkembangannya kasus tersebut diproses secara hukum di Pengadilan Negeri
Tangerang kemudian di Banding ke Pengadilan Tinggi Banten yang

putusannya berisi menguatkan putusan sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa dalam praktik bisnis
terutama dalam bisnis MLM investasi dana selalu melibatkan dua sistem
hukum, yaitu sistem hukum perdata dikarenakan hubungan hukumnya timbul
dari perikatan dan sistem hukum pidana dikarenakan kerugian yang
ditimbulkan akibat praktik bisnis MLM tersebut sangat besar dan massif

(terjadi berulang-ulang).

Selain itu, dengan hadirnya Undang-undang yang berkaitan dengan
bisnis beberapa diantaranya telah menerapkan sanksi administratif, denda,
dan/ atau penjara, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum
kepada masyarakat luas, baik bagi investor (konsumen) yang telah
mempergunakan jasa Investasi 52 ataupun perlindungan bagi pelaku usaha
MLM lain yang dirugikan akibat praktik-praktik persaingan usaha yang tidak

sehat.

. Rumusan M asalah

Berdasarkan uraian di atas, dan dari beberapa konsep kunci, seperti

perlindungan hukum dan bisnis MLM Investasi dana pada latar belakang



masalah, penulis ingin menjawab secara serius topik ini. Untuk menguraikan
dan memberikan arahan yang terperinci dalam tulisan ini, maka permasalahan

penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab dan Penyelesaian Hukum PT. Gradasi Anak
Negeri dalam Praktik Investasi 52 ?

2. Apakah Tanggung Jawab dan Penyelesaian Hukum Tersebut Telah
Memenuhi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan bagi Pelaku Usaha

itu Sendiri ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui tanggung jawab dan penyelesaian hukum PT.
Gradasi Anak Negeri dalam praktik Investasi 52, dan untuk
inventarisasi Peraturan dan Undang-undang yang berkaitan dengan

bisnis MLM terutama MLM investasi dana;

2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku
usaha terhadap tanggung jawab dan penyelesaian hukum dalam bisnis

Investasi 52.
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2. Manfaat Pendlitian
1) Manfaat Teoritis

a. Memberikan gambaran mengenai tanggung jawab dan

penyelesaian hukum dalam praktik bisnis MLM investasi dana;

b. Memberikan gambaran tentang produk-produk hukum yang dapat
dijadikan rujukan bagi investor (konsumen) dan pelaku usaha lain
yang kecewa untuk menyusun gugatan/ laporan sehingga

perlindungan hukum terhadap mereka terjamin;

c. Memberikan gambaran tentang adanya produk-produk hukum
yang secara khusus dapat digunakan oleh Hakim dalam

memberikan putusan terhadap praktik bisnis MLM investasi dana.

2) Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum,
khususnya dibidang hukum formil dan hukum materiil;

b. Sebagai bahan pertimbangan maupun referensi bagi aparat
penegak hukum dan masyarakat secara umum untuk mewaspadai
setiap bisnis dengan sistermulti level marketing yang
tersamarkan dalam praktik investasi dana;

c. Sebagai tugas akhir dari penulis untuk memperoleh gelar
kesarjanaan pada Program Studi llmu Hukum Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri/ UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta.
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D. Tdlaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang
telah ada sebelumnya, penyusun mengadakan penelusuran terhadap
penelitian-penelitian yang berkaitan dengan perkembangan praktik bisnis

MLM. Beberapa karya ilmiah itu diantaranya:

Pertama. DarmanirmalaPraktek Bisnis Multi Level Marketing
(MLM) dalam Perspektif Hukum Kontrak.* Tesis tersebut lebih fokus pada

kelebihan dan kekurangan kontrak baku dalam perjanjian bisnis MLM.

Kedua. Mugtadirul Aziz,Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis
Multi Level Marketing (MLM).*® Menyimpulkan bahwa, konsep bisnis
MLM perspektif hukum Islam dari segi rekrutmennya adalah haram karena
melanggar etika bisnis yang islami, dan hanya berorientasi kepada benefit
material saja. Sedangkan, akad yang terjadi dalam MLM abathii karena
ada unsur paksaan dan tipu muslihat, di samping itu terdapasalcadayn

fi safgah dan samsarah ‘ala samsarah yang di haramkan dalam Islam.

Ketiga. Ivana Iring RestuPelaksanaan Perjanjian dalam Bisnis
Multi Level Marketing (MLM) Menurut Undang-undang No. 5 Tahun

1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

®Darmanirmala‘ Praktek bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam perspektif hukum
kontrak”, TesisYogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007.

®*Mugtadirul Aziz,“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing
(MLM)", Skripsi,Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.
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Sehat.'” Menyimpulkan bahwa, Perjanjian dalam distribusi MLM seperti

yang tercantum dalam distributor Tiansi dan Oriflame memenuhi 4 (empat)
dari 7 (tujuh) unsur dari perjanjian tertutup dalam Pasal 15 Undang-undang
Anti monopoli. Sehingga dapat dikatakan terbukti jelas pada perjanjian
distribusi MLM memang memenuhi perjanjian tertutup yang berakibat pada

persaingan usaha tidak sehat.

KeempatWisely, Analisis Yuridis Terhadap Praktek Money Game
dalam Transaksi Perdagangan Berbasis Multi Level Marketing.*® Dalam
kesimpulannya ditekankan bahwa, Prakiééney Gamebukan merupakan
suatu tindakan perdagangan, melainkan hanyalah sebuah tindakan dengan
unsur penipuan yang dibuat seolah-olah tindakan perdagangan. Menurut etika
bisnis, pola seperti ini tidak manusiawi sebab keuntungan hanya diperoleh
oleh orang yang berada di atas, ketika sistem sudah jenuh maka orang yang

berada dipaling bawah akan menjadi korban dari sistem ini.

Kelima. Firman WahyudiMulti Level Marketing (MLM) dalam
Kajian Figh Muamalah. Dalam kesimpulannya tuisan ini menyatakan
bahwa, kejelasan hukum MLM dari sudut panddigh perlu kajian
mendalam terutama dalam hal transaksi, akad dan perjanjiannya, kosep dasar

dan cara kerja sistem MLM if.

Ylvana Iring Restu,“Pelaksanaan perjanjian dalam bisnis multi level marketing (MLM)
menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehafesisyogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008.

18 Wwisely, “Analisis Yuridis Terhadap Praktek Money Game dalam Transaksi
Perdagangan Berbasis Multi Level Marketingyrnal IimiahSumatera: Universitas Sumatera
Utara (USU).

®Firman Wahyudi(calon Hakim PA Amuntai), “Multi Level Marketing (MLM) dalam
Kajian Figh Muamalah” Jurnal limiah
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Keenam Anis Tyas KuncoroKonsep Bisnis Multi Level Marketing
dalam Perspektif Ekonomi Syariah.?° Tulisan ini menekankan pada keadilan
dan keseimbangan, yaitu dengan mengedepankan desain kerangka dunia
bisnis dan perekonomian yang paralel dengan kohesivitas komunikasi secara
vertikal (nilai-nilai ketuhanan) yang mengejewantah dalam nilai-nilai
kemanusiaan sehingga para pelaku yang terlibat di dalamnya senantiasa
berorientasi pada perolehan keseimbangan laba, faityprofit dan just

profit.

Persamaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang
akan penulis bahas adalah sama-sama menganalisis kesesuaian antara norma
hukum baik berupa aturan hukum ataupun Undang-undang yang berkaitan
dengan bisnis MLM dengan praktik bisnisnya di masyarakat. Sedangkan,
perbedaannya terletak pada sub analisis, yaitu penelitian ini secara khusus
akan mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam
praktik bisnis MLM investasi dana yang dilakukan oleh PT. Gradasi Anak

Negeri.

E. Kerangka Teoretik
1. Konsep Perlindungan Hukum?!

Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak

dimensi salah satunya adalah perlindungan hukum. Adanya benturan

“Anis Tyas Kuncoro, “Konsep Bisnhis Multi Level Marketing dalam Perspektif Ekonomi
Syariah”,Jurnal limiah, Lampung: UNISSULA.

“Jiwo Agung Pangestu, “Implementasi Bantuan Hukum Litigasi Bagi Pelaku Tindak
Pidana yang Tidak MampuSkripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015, him. 17-21.
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kepentingan di dalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan
kehadiran hukum dalam masyarakat. Perlindungan hukum bagi seluruh
rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan
“Negara Indonesia adalah Negara HuKunDi samping itu, terdapat
beberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara

lain:

1) Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah adanya
upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

rangka kepentingannya tersebut;

2) Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai
kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu
hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum
memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut;

3) Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan
arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum
saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan
adanya hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas,

dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran
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tersendiri yang berisi hak dan kewajiban dan/ atau sebagai fungsi dari
hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan
suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
Perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaksudkan untuk
menjelaskan dua hal, yaitu perlindungan konsumen dan perlindungan

pelaku usaha, yang diuraikan sebagai berikut:
1) Perlindungan Konsumen

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK) dinyatakan
bahwa,“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan

kepada konsumen”

Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen disebutkan bahw&orfsumen adalah
setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang
lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk

diperdagangkan®

Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-
asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi

konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia

“Gunawan Widjaja & Ahmad YanHukumtentang Perlindungan Konsumédakarta:
PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000), him. 5.



16

barang dan/ atau jasa konsunf@mi samping itu, konsumen
mempunyai hak yang dapat dituntut dari produsen atau pelaku usaha
dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsumen, hak-hak

tersebut adala#:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang/ atau jasa;

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/ jasa sesuai

dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai

kondisi dan jaminan barang/ atau jasa;

d. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/ atau
jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya

penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan

konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur

serta tidak diskrimainatif;

%Janus Sidabalokiukum Perlindungan Konsume(Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
2006, him.46.

*Hak dan Kewajiban Konsumen lebih lanjut diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-
Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau
penggantian, jika barang/ jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

2) Perlindungan Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 adalah:

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk
badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi”.

Ini berarti tidak hanya para pelaku usaha pabrikan yang
menghasilkan barang dan/ atau jasa yang tunduk pada Undang-undang
ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor,
serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan
pemasaran barang dan/ atau jasa kepada masyarakat luas selaku

pemakai dan/ atau pengguna barang dan/ atau jasa.

Apabila konsumen mempunyai hak yang dapat dituntut dari
pelaku usaha, produsen atau pelaku usaha juga mempunyai hak dan
kewajiban dalam menjalankan bisnisnya yang tertuang dalam pasal 6
dan pasal 7 (berisi kewajiban pelau usaha) Undang-undang Nomor 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau

jasa yang diperdagangkan;
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b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan
konsumen yang beritikad tidak baik;

c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
penyelesaian hukum sengketa konsumen;

d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh
barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;

e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan lainnya.

Dengan demikian, bentuk dari perlindungan hukum yang
diberikan oleh pemerintah melalui Undang-undang No. 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, mencangkup perlindungan terhadap
konsumen dan pelaku usaha, termasuk di dalamnya diatur mengenai

hak dan kewajiban masing-masing dalam setiap hubungan bisnis.

Dalam transaksi bisnis, potensi sengketa antara pelaku usaha
dengan konsumen terbuka lebar, baik perbuatan curang yang
dilakukan oleh pelaku usaha ataupun perbuatan curang yang dilakukan
oleh konsumen. Terhadap pemenuhan hak yang tidak seimbang
tersebut dapat berakibat pada sengketa konsumen. Oleh karena itu,
untuk menjamin kepastian hukum terhadap sengketa konsumen, di
dalam UU PK telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk
menyelesaikan sengketa konsumen yaitu, BPSK (Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen). Dalam Pasal 1 angka 11 UUPK menyatakan
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bahwa,"BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan

menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsiffen”

Di samping itu, penyelesaian sengketa konsumen dapat di
tempuh baik melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan
(non-litigasi) berdasarkan pilihan kedua pihak (Pasal 45 ayat (2)
UUPK). Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen
di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh
apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak
yang bersengketa (Pasal 45 ayat (4) UUPK). Ini berarti kemungkinan
penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap terbuka setelah para

pihak gagal menyelesailkan sengketa di luar pengadilan.
3) Konsep BisnisMLM

Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak di sektor
perdagangan barang dan/ atau jasa yang menggunakan sisteém
level marketingoaik pemasaran ataupun penjualannya sebagai strategi
bisnisnya” Multi level marketingadalah sistem melalui mana sebuah
induk perusahaan mendistribusikan barang dan/ atau jasa lewat suatu
jaringan orang-orang bisnis yang independen. Siskéuaiti level
marketingdisebut jugaNetwork Marketingatau pemasaran jaringan.

Sistem ini memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan

“Tugas dan Wewenang BPSK bisa dilihat pada Pasal 52 UUPK.

%6 Burhannudin, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal
(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), him. 66.

“'David Roller,Menjadi Kaya dengan Multi-Level Marketinglakarta: PT Gramedia
Pustaka Utama, 1995), him.3.
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sistem pemasaran yang lain, diantara ciri-ciri khusus tersebut adalah
terdapatnya banyak jenjang atau level, adanya penjualan produk
secara langsung ke konsumen yang dilakukan melalui jaringan
distributor independen, adanya sistem pengembangan jaringan, adanya
sistem pelatihan, serta adanya komisi atau bonus bagi setiap
distributor yang berprestasi baik dalam hal penjualan produk ataupun

dalam hal pengembangan jaringan.

Salah satu karakteristik dalam sistemlti level marketing ini
adalah bahwa penjual harus terlebih dahulu menjadi member
(distributor) dengan membayar sejumlah uang dan memenuhi
persyaratan lainnya. Salah satu daya tarik menjadi member adalah
dengan menjanjikan keuntungan yang sangat besar dalam waktu
singkat apabila dapat memasarkan produk dan mengembangkan

jaringan distributor.

Diantara perusahaan yang menjalankan bisnis MLM,yadg
melakukan kegiatan penjualan produk barang konsumsi melalui
jaringan distributor secara langusung kepada konsumen, ada juga yang
melakukan kegiatan menjaring dana dari masyarakat untuk
menanamkan modalnya di perusahaan, dengan janji akan memberikan
keuntungan sebesar hampir 100% pada setiap periodenya (setiap
minggu atau bulan). Perusahaan yang kedua dikenal dengan

perusahaan MLM investasi dana.

“pyspita Rachmawati, “Multi Level Marketing pada Perusahaan Tian Shi Solo ditinjau
dari Hukum Islam” Skripsi Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, him. 6.
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Dalam bisnis MLM investasi dana produk yang dijual melalui
jaringan distributor secara langsung kepada konsumen berupa paket
investasi (jika investasi sekian akan mendapatkan keuntungan sekian)
dan/ atau dibarengi dengan pemberian produk konsumsi baik makanan
ataupun minuman untuk setiap paket investasi. Namun biasanya,
produk barang yang diberikan tersebut berkualitas rendah dan

berharga mahal apabila dibandingkan dengan produk sejenis di pasar.
Teori Sistem Hukum

Alasan menggunakan teori sistem hukulegdl systemadalah
dalam praktik bisnis MLM investasi dana antara konsumen dan pelaku
usaha memiliki hubungan hukum yang tidak seimbang, dalam
hubungan ini konsumen seringkali dirugikan. Selain hubungan hukum
tersebut, praktek bisnis MLM investasi dana telah berkembang pesat
di masyarakat dan tidak jarang menimbulkan banyak korban, sehingga
diperlukan pengawasan baik melalui Peraturan dan Undang-undang

ataupun melalui penegakan hukum.

Teori sistem hukm ini, mencangkup seluruh aspek penegakan
hukum, seperti Struktur hukyrBubtansi hukum dan Budaya hukum.
Dengan demikian, sistem hukum tersebut diharapkan dapat
memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada masyarakat

terutama kepada konsumen dan pelaku usaha.

Teori Sistem Hukum Legal System Theory)menurut

Lawrence M.Friedman dalam sistem hukum mengandung 3 (tiga)
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komponen, yaitu: a. Struktur hukuiglegal structure)b. Subtansi

hukum (legal substancganc. Budaya hukurthegal culture)®

Struktur hukum mengacu pada bentuk dan kedudukan pranata
hukum yang terdapat dalam sistem hukum (hubungan antar lembaga
tinggi Negara)*® Komponen struktur dari suatu sistem hukum
mencakup berbagai institusi (lembaga) yang diciptakan oleh sistem
hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung
bekerjanya sistem hukum tersebut. Salah satu diantara institusi

tersebut adalah peradilan dengan berbagai perlengkapannya.

Komponen struktur hukum ini relavan untuk membahas
perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam praktik
bisnis MLM investasi dana, karena di dalam UU No. 8 tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen mengakomodir penyelesaian hukum
melalui jalur ‘penal’, seperti: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi
Negeri, dan Mahkamah Agung” dandh-pendl, seperti: BPSK dan
BPKN/ atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional’. Lembaga-
lembaga tinggi Negara tersebut saling berhubungan dalam mendukung

bekerjanya sistem hukum.

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan

ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus

Lawrence M.FriedmanSistem Hukum Perspektif lImu Sosial (The Legal System : A
Social Science Perspektiy@erj M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2009), him. 12.

%bid., him. 15.
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berlaku.** Substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, norma-
norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem
termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam
sistem hukum tersebut, mencakup keputusan-keputusan yang mereka
keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Subtansi hukum ini
juga mencakup hukum yang hidup di tengah masyarakat bukan hanya
pada aturan-aturan yang ada didalam buku-buku hukum/ atau Undang-

undang maupun putusan hakim.

Komponen substansi hukum ini relavan untuk mengkaji
perkembangan bisnis MLM Investasi dana beserta penegakan
hukumnya. Hal ini dibuktikan dengan pembatasan ruang gerak praktik
bisnis tersebut melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 tentang
Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang atau yang dikenal
dengan IUPB, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.
13/M-DAG/PER/3/2006 disempurnakan melalui Permendag No.
32/M-DAG/PER/8/2008 dan perubahannya Permendag No.47/M-
DAG/9/2009 telah diperkuat dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 25
tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 7 tahun 2014 tentang

Perdagangan, UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

*bid., him. 16.
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Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 7 tahun

1992 jo .UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Budaya hukum/ atau kultur hukugtegal culture)mencakup
nilai-nilai dalam masyarakat yang mendasari hukum yang beflaku.
Kultur hukum juga bisa mempengaruhi tingkat penggunaan
pengadilan, yakni sikap mengenai apakah akan dipandang benar atau
salah, berguna atau sia-sia bila kita pergi ke pengadilan. Sebagian

orang juga bersikap takut menggunakan hak-hak mereka.

Komponen nilai-nilai budaya hukum ini, sangat relavan
dengan praktik bisnis MLM Investasi dana di masyarakat. Faktanya
baik Masyarakat (konsumen) ataupun Kepolisian masih menganggap
bahwa praktik bisnis MLM tersebut sebagai perbuatan hukum perdata
semata sehingga apabila terjadi kerugian bagi pihak lain,

penyelesaiannya dianggap harus melalui proses keperdataan juga.

Menurut hemat saya, budaya hukum yang berkembang tersebut
harus segera diminimalisir dengan etos kerja dan profesionalitas para
penegak hukum, karena dalam praktik bisnis tersebut meski
dibungkus dengan hubungan keperdataan, tetapi juga telah memenuhi
unsur-unsur hukum pidana atau terpenuhinya asas legalitas (seperti:
Pasal 378/penipuan dan 379/penggelapan KUHPidana, UU No. 8
tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 7 tahun 2014
tentang Perdagangan, dsb) karena dilakukan secara berulang-ulang

dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Oleh karena itu,

*bid., him. 18.
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seharusnya para aparatur penegak hukum baik itu kepolisian, jaksa,
dan hakim bersikap lebih bijak dalam menanggapi atau menangani
kasus tersebut. Karena budaya hukum tersebut, berdampak buruk
terhadap citra para penegak hukum dan dapat mempengaruhi tingkat

penggunaan pengadilan oleh masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari
penyusunan ini dapat dipertanggungjawabkan, maka skripsi ini menggunakan

metode-metode dalam melakukan penelitian antara lain:
1. JenisPendlitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakabbrgry research),
yaitu penelitian yang lebih menekankan pada hukum empiris, dengan
menitikberatkan pada data kepustakaan yang merupakan data skunder.
Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah penelitian hukum
normatif atau yang dikenal dengasoctrinal research atau legal

research®
2. Sifat Penditian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yakni penelitian yang
menggambarkan fenomena sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu

dari permasalahan yang diteliti yang kemudian dianalisis. Permasalahan

¥Bambang Sunggondyletodologi Penelitan HukumJékarta: Rajawali Pers, 2010),
him. 91.
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yang dideskripsikan adalah perlindungan hukum dalam praktik bisnis
MLM Investasi dana yang dijalankan oleh PT. Gradasi Anak Negeri,

yang dikaji berdasarkan kerangka aturan hukum yang terkait.
3. Sumber Data

Guna mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis
menggunakan data skunder. Data skunder adalah data-data yang
diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data-data yang berhasil
diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat
teoritis** Data Skunder diperoleh melalui studi kepustakaan

mencangkup:

a. Bahan Hukum Primer. Merupakan bahan hukum yang mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat, terdiri dari segala peratuan
perundang-undangan dan peraturan pelaksana lainnya yang

berhubungan dengan penelitian ini seperti:
a) KitabUndang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);
¢) UUNo. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen;

d) UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha tidak sehat;
e) UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

f) UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

%Soekanto dan Sri MamuddjPenelitan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat
(Jakata: PT Raja Grafindo Persada, 2001), him. 13.
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UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

UU No.7 tahun 1992jo.UUNo. 10 tahun 1998 tentang

Perbankan.

b. Peraturan di bawah Undang-undang yang terkait dengan

penyelenggaraan bisnis MLM diantaranya:

a)

b)

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan
Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang atau yang dikenal

dengan IUPB;

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 13/M-
DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Izin Usaha Penjuala Langsung
disempurnakan melalui Permendag No. 32/M-

DAG/PER/8/2008 dan Perubahannya pada Permendag No.
47/M-DAG/9/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha

Perdagangan dengan Sistem Penjulan Langsung.

c. Bahan Hukum Skunder, yang memberikan penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti:

a) Buku-buku yang terkait dengan penelitian ini;

b) Hasil-hasil penelitian, dan setiap publikasi ilmiah lainnya.
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d. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder,

seperti:
a) Kamus;
b) Ensiklopedia Hukum;
c) Indeks kumulatif, dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data skunder dan

sebagai penujang adalah data primer sebagai berikut:

Studi kepustakaan, yaitu bentuk pengumpulan data lewat membaca
buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan
dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data skunder yang
meliputi peratuaran perundang-undangan, dokumen dan bahan-bahan
kepustakaan, antara lain: dari beberapa buku-buku refrensi, artikel-artikel
dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, laporan, tori-teori,
media masa seperti koran, internet dan bahan-bahan kepustakan lainnya

yang relavan dengan masalah yang sedang diteliti.
5. AnalissData

Dalam menganalisis data tersebut, penyusun mempergunakan
analisis deskriptif-kualitatif, yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan
atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan
dengan praktik bisnis MLM Investasi dana. Kemudian dikaitkan dengan

kenyataan yang terjadi di masyarakat dan akhirnya diambil kesimpulan.
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G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima
Bab,yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran yang menggambarkan
proses penelitian. Berikut susunannya:

Bab satu adalah Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka,
Kerangka Teoretik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua, berisi Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen,
Pelaku Usaha, dan Bisnis MLM Investasi Dana.

Bab tiga, berisi Tinjauan Umum Tentang PT. Gradasi Anak Negeri
dan Polemik Investasi 52.

Bab empat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisi
Analisis Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Kasus PT.
Gradasi Anak Negeri.

Bab lima, Kesimpulan dan Saran, berisi kesimpulan mengenai apa
yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, serta
mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan
sumbangan pengetahuan dan informasi mengenai perlindungan konsumen
dan pelaku usaha dalam praktik bisnis MLM terutama pada bisnis MLM

Investasi dana.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisis pada bab IV (empat) dan didukung
dengan data-data, informasi, serta fakta-fakta hukum pada bab sebelumnya
bahwa perlindungan hukum dalam praktik bisnis Investasi 52 PT. Gradasi
Anak Negeri berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha terhadap
kerugian konsumen yang telah mempergunakan barang dan/ atau jasanya dan
penyelesaian hukum melalui putusan No. 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG dan
Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN. Oleh karena itu, kesimpulan atau hasil
penelitian ini dapat berupa dua hal, yaitu tanggung jawab dan penyelesaian
hukum PT. Gradasi Anak Negeri dalam praktik bisnis Investasi 52 dan
perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha yang di dasarkan pada

tanggung jawab dan penyelesaian hukum tersebut.

Pertama ldealnya tanggung jawab dan penyelesaian hukum PT. GAN
dalam praktik bisnis MLM Investasi dana melalui program Investasi 52,
dilakukan melalui jalur fon-pendl baik didasarkan pada perjanjian
kemitraan antara PT. Gradasi Anak Negeri dengan Kapten Besar ataupun
Para Kapten dengan investodo{vnlinenya) maupun melalui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal
47 UU PK. Tanggung jawab dan penyelesaian hukum melalui jatm-*
penal tersebut didasarkan pada hubungan hukum antara pihak terikat dalam

praktik bisnis jual beli.
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Tanggung jawab dan penyelesaian hukum dalam polemik Investasi 52
(wanprestasi PT. Gradasi Anak Negeri) didasarkan pada perjanjian kemitraan
sudah pernah ditempuh, namun tidak memberikan hasil yang signifikan.
Adapun tanggung jawab dan penyelesaian hukum melalui BPSK, dianggap
oleh para investor (pihak yang dirugikan) tidak efektif, karena setelah melalui
jalur non-peradilan (BPSK), ternyata para pihak tetap harus melalui jalur
peradilan jika tidak puas dengan putusan BPSK. Begitu juga, melalui
peradilan perdata yang dianggap memerlukan waktu lama sehingga
memberikan kesempatan bagi pengurus PT. Gradasi Anak Negeri untuk
menyembunyikan dana para investor. Oleh karena itu, para investor yang
diwakili oleh Ny. Carini, SE, Idris Saharudin, Arya Setiyaki, Cipto Raharjo,
Yeni Septiyana, Amin Sutrisno, dan Marhumah melaporkannya kepada Polda
Metro Jaya dengan laporan penipuan dan diproses melalui Pengadilan Negeri
Tanggerang yang menganggap tindakan pengurus PT. Gradasi Anak Negeri
telah secara sah dan meyakinkan melakukan penipuan dan pencucian uang
yang diputus melalui Putusan No. 99/Pid.Sus/2013/PN.TNG, di banding ke
Pengadilan Tinggi Banten dan putusannya menguatkan putusan sebelumnya
yang diputus melalui Putusan No. 112/PID/2013/PT.BTN menghukum
terdakwa | Hendra Gunawan bin Gatot Santoso dan terdakwa Il llham
Hidayat, S.si. Apt Bin H Achmad Dimyati dengan pidana penjara masing-
masing selama 15 (lima belas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 5
(lima) miliyar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
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Meski kerugian materil berupa dana investasi para investor tidak dapat
dipulihkan atau dikembalikan (konsekuensi logis apabila menempuh jalur
“penal pidana), namun putusan tersebut telah mencegah munculnya praktik
bisnis serupa (memberikan efek jera) dan telah memberikan perlindungan
hukum bagi investor terutama bagi mereka yang belum terlibat dalam

kejahatan bisnis serupa.

Kedua Perlindungan hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang didasarkan pada
hubungan hukum antar mereka. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang
melakukan kegiatan perdagangan dengan sistem penjualan langsung telah
diakomodir dalam Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008 dan
Perubahannya pada Permendag No. 47/M-DAG/9/2009 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Sistem Penjualan
Langsung. Di samping itu, perlindungan terhadap pelaku usaha yang
beritikad baik dilindungi dengan kepastian hukum dalam UU No. 5 tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat
dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sedangkan
perlindungan hukum bagi konsumen dijamin dalam UU No. 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konumen, UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan,
UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang, dan UU No. 7 tahun 1992 jo.UU No. 10 tahun 1998

tentang Perbankan.

Adapun perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha secara

khusus dijamin dalam UUNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen
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Pasal 4 dan Pasal 5 (hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen), Pasal 6
dan Pasal 7 (hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen) yang

diimplemantasikan melalui sarapanaldan/ ataunon-penal

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen (investor) dan pelaku
usaha (pengurus PT. GAN) terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk
perlindungan preventif melalui aturan dan peruundang-undangan, dan bentuk
perlindungan represif melalui penegakan hukum. Dalam hal ini, perlindungan
hukum bagi PT. Gradasi Anak Negeri hanya di dasarkan pada UU No. 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konumen (dikarenakan status pelaku
usaha) dan UU No. 40 tahun 2007 (pendirian PT). Perlindungan hukum
dalam bentuk preventif dan penegakannya dalam bentuk represif melalui
Undang-undang lainnya (seperti Permendag No. 32/M-DAG/PER/8/2008,
UU No. 5 tahun 1999, dan UU No. 25 tahun 2007, tentang Penanaman
Modal) tidak bisa diberikan dan / atau diberlakukan untuk PT. Gradasi Anak
Negeri, dikarenakan dalam praktik bisnisnya PT. Gradasi Anak Negeri telah
melanggar ketentuan perizinan dalam Peraturan dan Undang-undang tersebut
sehingga konsekuensi logisnya adalah PT. Gradasi Anak Negeri hanya
mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UU PT saja, karena menurut
saya secara fundamental PT. Gradasi Anak Negeri telah melanggar pasal-
pasal dalam UU PK yang berkaitan dengan tanggung jawab pelaku usaha
terhadap konsumennya. Sedangkan, perlindungan hukum bagi konsumen
didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2014, UU No. 8

tahun 2010, dan UU No. 7 tahun 1992 jo. UU No. 10 tahun 1998.
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B. Saran

Menurut saya, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh
Lawrence M.Friedman apabila diaplikasikan dengan baik secara
berkesinambungan dapat mewujudkan tujuan atau cita-cita hukum seperti,
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Untuk mendukung tujuan
tersebut, ketiga komponen dalam sistem hukum seperti, struktur hukum,
substansi hukum, dan budaya hukum harus didukung dengan aparatur
penegak hukum yang profesional dan selalu mengikuti perkembangan
hukum. Saya mengapresiasi aparatur penegak hukum yang menangani
kasus kejahatan bisnis PT. Gradasi Anak Negeri, karena sebelumnya kasus
yang diikat melalui perjanjian tersebut tidak dapat diselesaikan melalui
jalur “penal hukum pidana atau masih dianggap sebagai kasus perdata
(perspektif konvensional)..

Dengan demikian, saran saya dalam lingkup struktur hukum,
aparatur penegak hukum harus mengikuti perkembangan hukum, baik
berkenaan dengan regulasi ataupun yang berkenaan dengan perkembangan
kejahatan bisnis yang tersamarkan. Di samping itu, dalam lingkup
substansi hukum, regulasi melalui Perundang-undangan yang membatasi
praktik bisnis MLM yang menyimpang sudah cukup memadai, namun
diperlukan implemantasasi lebih serius dan profesional. Selain itu, dalam
lingkup budaya hukum aparatur penegak hukum harus bekerjasama secara
totalitas untuk memulihkan citra negatif penegakan hukum melalui jalur
penalatau litigasi, karena hal tersebut dapat mendorong kesadaran hukum

di masyarakat.
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7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Januari
2013 s/d tanggal 12 Februari 2013 ;

8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang,
sejak tanggal 13 Februari 2013 s/d tanggal 13 April
2013 ;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak
tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ;

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 juni 2013 ;

11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang
diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

12. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Juni 2013
s/d tanggal 06 Juli 2013 ;
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13. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten,

sejak tanggal 07 Juli 2013 s/d tanggal 04 September 2013 ;

s
15

% 4

I ”_'.. b

_______ Pengadilan Tinggi
tersebut ;

——————— Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten
tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 112/Pen.Pid/2013/PT.BTN tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

dalam tingkat banding ;

------- Telah membaca dan
memperhatikan : -

l. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini ;

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Januari
2013 No. Register Perkara : PDM-469/TNG/11/2012, yang
berbunyi sebagai berikut :

KESATU  =mmm e e oo e oo

Pertama ! ----====ssmmscmme e e e e e ———

---------- Bahwa mereka terdakwa |. HENDRA GUNAWAN bin
GATOT SANTOSO dan terdakwa Il. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt
bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat) orang tersangka lain
yang masih buron / DPO yaitu SUNAR SASONGKO, ARMAN
ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL dalam kurun
waktu bulan Desember 2011 hingga bulan Mei 2012 atau setidak-
tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2011 hingga tahun 2012
bertempat di Kantor Pusat PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat
di Ketapang Bisnis Center Blok A-7 JI. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut
Jakarta Barat dan di beberapa tempat sebagai perwakilan atau cabang
PT. GRADASI ANAK NEGERI yang beralamat di Kavling Agrana Gg. Bima
No. 18 RT. 02 / 08 Cimone Kota Tangerang, di Ruko KC 02/18 Mardigras
Citra Raya Cikupa Tangerang, di Ruko Mitra JI. Roro Jonggrang Blok C-14
/ 15 Tangerang, di Komplek Taman Royal 1-3 Ruko Mahoni No. 58
Cipondoh Tangerang, di Ruko Pasar Jati Baru Blok E No. 14 ]JI. Gatot
Subroto KM. 5 Jati Uwung Tangerang, atau setidak-tidaknya pada suatu
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
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Negeri Tangerang atau setidak-tidaknya masih termasuk di daerah

hukum Pengadilan Negeri Tangrerang dikarenakan berdasarkan pasal
84 ayat (2) KUHAP dalam perkara ini terdakwa bertempat tinggal di
wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan sebagian besar saksi-
saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, terdakwa
I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa II. H.
ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI dan 4 (empat)
orang tersangka lain yang masih buron / DPO yaitu SUNAR
SASONGKO, ARMAN ARSETO, ANDRI WIDIATMOKO dan
MUHAMMAD RIJAL baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-
sama sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau
turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu para anggota /
member / nasabah PT. Gradasi Anak Negeri antara lain Ny. CARINI, SE,
IDRIS SAHARUDIN, ARYA SETIYAKI, CIPTO RAHAR]JO, YENI SEPTIANA,
AMIN SUTRISNO dan MARHUMAH secara melawan hukum dengan
memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat
atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk
menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi
hutang, maupun menghapuskan piutang, yaitu uang deposit atau
uang investasi, antara beberapa perbuatan meskipun masing-
masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada
hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang
sebagai satu perbuatan berlanjut yang mana perbuatan tersebut
terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : ----------------
¢ Bahwa pada awalnya sekitar pada tanggal 23 Oktober 2011 terjadi
perkenalan antara terdakwa |. HENDRA GUNAWAN bin GATOT
SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD
DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO, ARMAN ARSETO,
ANDRI WIDIATMOKO dan MUHAMMAD RIJAL untuk membentuk
sebuah kelompok atau tim yang bernama "GRADASI MANAGEMENT"
yang berlamat di Perumnas Il JI. Anoa - Tangerang Banten dan
kemudian berpindah ke Gang Bima Kapling Pemda Tangerang
(Depan Plaza Shinta - Tangerang), adapun susunan kepengurusan
Team " GRADASI MANAGEMENT” yaitu :

e Terdakwa Il : H. ILHAM HIDAYAT sebagai sosok Figur / orang

yang ditokohkan / pembina ;
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¢ ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO)

sebagai pengendali kerja lapangan yang tugasnya mencari /

membujuk investor ;

e ARMAN ARSETO (DPO) sebagai konseptor dan presenter
didampingi pula oleh SUNAR SASONGKO (DPO) sebagai orang
kepercayaan ARMAN ARSETO ;

¢ Terdakwa I. HENDRA GUNAWAN sebagai Presenter ; --------------

e Bahwa terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan
terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI
bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO),
ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) bersepakat
untuk menghimpun dana dari investor yaitu masyarakat umum

dengan cara mengadakan investasi yang disebut "INVESTASI 52”
yaitu setiap orang yang mendaftar sebagai investor / member
dengan menyerahkan sejumlah dana awal berkisar antara Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut : ----------------
a. Mendapatkan profit sharing sebanyak 10 % (sepuluh
persen) setiap minggu selama 52 minggu dan diakhir
periode (minggu ke-52, invenstor akan mendapatkan
pengembalian penuh dana investasi awal) ;

b. Investor akan mendapatkan paket bingkisan barang berupa
suplemen makanan / minuman kesehatan ”"Chlorophyl”
sesuai dengan besaran setoran dana dari investor ; ----------

Program-program tersebut diantaranya disampaikan oleh para
terdakwa di dalam beberapa kali event pertemuan dengan investor
antara lain pada tanggal 29 Januari 2012 bertempat di gedung
pertemuan “Surya Kencana Abadi” JI. Gatot Subroto KM. 8 Jatake
Kota Tangerang pada event tersebut antara lain yang menjadi
presenter program adalah terdakwa |. HENDRA GUNAWAN bin
GATOT SANTOSO dan terdakwa Il. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H.
ACHMAD DIMYATI ;
e Bahwa kemudian sejak tanggal 25 Februari 2012 TEAM GRADASI
MANAGEMENT mengganti bingkisan barang dari semula berupa

suplemen makanan / minuman kesehatan ”Chlorophyl” menjadi
paket bingkisan makanan berupa sarden ikan kalengan merk "KIKU”
yang mana untuk program "INVESTASI 52" tetap dilaksanakan dan
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TEAM GRADASI MANAGEMENT menyakinkan kepada para investor

bahwa berperan sebagai mitra tetap / resmi pabrikan / distributor

sarden ikan kalengan merk "KIKU";
e Bahwa oleh karena respon dari para investor mulai ramai maka
terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa
II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama
dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI
WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) yang tergabung
dalam TEAM "GRADASI MANAGEMENT” mengganti bentuk usahanya
menjadi 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT) yaitu :
a. PT. GRADASI ANAK NEGERI (PT. GAN) sesuai dengan Akta Notaris
Hilal Fikri, SH, M.Kn No. 6 Tanggal 20 Februari 2012 yang
kemudian telah didaftarkan pada Depkumham RI sesuai dengan
Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-10887.AH.01.01
Tahun 2012 tanggal 28 Februari 2012 dengan susunan Terdakwa

I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO sebagai komisaris dan
Pemilik Saham dan MUHAMMAD RIZAL (DPO) sebagai Direktur
dan Pemilik Saham ;

b. PT. GRADASI CIPTA PRATAMA (GCP) sesuai dengan Akta Notaris
Hilal Fikri, SH, M.Kn No. 7 Tanggal 23 Februari 2012 dengan
susunan: Terdakwa |I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO
sebagai Komisaris dan pemegang saham, Terdakwa II. H. ILHAM
HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI sebagai Direktur Utama
dan Pemegang Saham, MUHAMMAD RIZAL (DPO) sebagai
Pemegang Saham, dan ANDRI WIDIATMOKO (DPO) sebagai
Pemegang Saham

e Bahwa para terdakwa | dan Il setelah terbentuknya PT. GAN dan PT.
GCP berkantor pusat di Ruko Ketapang Bisnis Center Blok A-7 JI. KH.
Zainul Arifin No. 20 Krukut Jakarta Barat ;

e Bahwa meskipun telah terbentuk 2 (dua) Perseroan Terbatas (PT)
yaitu PT. Gradasi Anak Negeri (GAN) dan PT. Gradasi Cipta Pratama
(GCP) ternyata dalam hal pengelolaan management / tata

administrasi tetap menjadi satu dan tetap terdapat pembagian
peran lama sebagaimana dahulu TEAM GRADASI MANAGEMENT
disamping yang kemudian telah tertulis dalam akte PT. GAN dan PT.

GCP, sehingga :
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e Terdakwa Il : H. ILHAM HIDAYAT sebagai sosok Figur / orang

yang ditokohkan / pembina ;
e ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO)

sebagai pengendali kerja lapangan yang tugasnya mencari /
membujuk investor ;
e ARMAN ARSETO (DPO) sebagai konseptor dan presenter
didampingi pula oleh SUNAR SASONGKO (DPO) sebagai orang
kepercayaan ARMAN ARSETO ;
e Terdakwa |. HENDRA GUNAWAN sebagai Presenter ; --------------

e Bahwa setelah PT. GAN dan PT. GCP terbentuk, maka terdakwa I.
HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan terdakwa Il. H. ILHAM
HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR
SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO
(DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) semakin gencar dan intensif
berusaha menambah / menarik jumlah investor baik secara kualitas

maupun kuantitas untuk menyetorkan sejumlah dana berupa uang
tunai baik secara setoran langsung maupun melalui transfer antara
lain kepada rekening terdakwa |I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT
SANTOSO masing-masing dengan perincian :
Dan kepada rekening Terdakwa Il. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H.
ACHMAD DIMYATI masing-masing dengan perincian :

e Bahwa adapun cara yang dilakukan untuk menarik minat calon
investor / masyarakat umum supaya menyetorkan dana tunai
dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut : ----------------

a. Menaikkan limit paket minimal investasi / setor tunai awal dari
semula Rp. 100.000,- menjadi Rp. 5.000.000,- yang kemudian
investor dinjanjikan akan mendapatkan hasil keuntungan /
profit sharing sebesar 10 % setiap minggu selama 52 minggu
dan investor juga dijanjikan mendapatkan produk suplemen
makanan / minuman antara lain chlorophyl dan ikan sarden

kaleng merk KIKU ;
Sehingga masyakarat / calon investor yang mendengar
penjelasan program-program tersebut mendapatkan pemahaman
gambaran nilai keuntungan yang menggiurkan lengkap dengan
ilustrasi yaitu 10 % x 52 minggu x nilai investasi minimal Rp.
5.000.000,- = Rp. 26.000.000,- sebagai profit sharing ; --------------
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b. Membuka cabang di 5 (lima) tempat yaitu : Cikupa Citra Raya,

Duta Garden Cipondoh, Taman Royal, Jatiuwung, dan Petir

Gondrong Cipondoh ;
c. Menaikkan posisi dari investor lama yang berhasil menarik /
mengajak investor baru, maka investor lama tersebut
posisinya naik menjadi kapten, yang mana setiap kapten
dijanjikan mendapat tambahan profit sharing 10 % dari nilai
setoran setiap investor baru yang berhasil diajak bergabung ; -
d. Untuk investor yang menyetorkan dana investasi dalam
jumlah besar maka akan mendapatkan hadiah, antara lain ; ---
d.1. Untuk setoran Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) akan
mendapatkan hadiah 1 (satu) unit sepeda motor ; --------------
d.2. Untuk setoranRp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) akan
mendapatkan TV LCD 24 Inchi atau emas 3 (tiga) gram ; -----
e. Mengadakan acara-acara hiburan yang dapat dihadiri
masyarakat umum yang mana acara tersebut juga diselingi
dengan promosi presentasi program di beberapa tempat dan
beberapa waktu terpisah antara lain : pada tanggal 1 April
2012 dari pukul 15.00 wib sampai dengan 22.00 wib
bertempat di Gedung JITEC lantai 18 Mangga Dua Square yang
pada event tersebut antara lain yang menjadi presenter
program adalah terdakwa |. HENDRA GUNAWAN bin GATOT
SANTOSO dan terdakwa Il. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H.
ACHMAD DIMYATI ;
Dalam acara pada tanggal 1 April 2012 dari pukul 15.00 wib

sampai dengan 22.00 wib bertempat di Gedung JITEC lantai 18
Mangga Dua Square tersebut masing-masing terdakwa juga

mengatakan kepada investor bahwa :

e Terdakwa |I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO
memperkenalkan diri dan memberikan dukungan terhadap bisnis
dengan keuntungan atau insentif keuntungan yang dijanjikan serta
mengatakan apabila bisnis tersebut gagal maka silahkan tembak

saya ;
e Terdakwa Il. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI

menjelaskan bahwa simulasi bisnis dengan produk baru berupa
sarden merk KIKU dengan menerangkan PT. GRADASI ANAK NEGERI
melakukan pembelanjaan ikan sarden kaleng merk KIKU Rp. 20.000,-
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(dua Puluh ribu rupiah) per kaleng kemudian di jual kepada investor

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kaleng sehingga ada
keuntungan Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang mana
keuntungan tersebut selanjutnya di distribusikan kepada investor ; -
f. Membuat dan menyebarkan brosur-brosur, poster dan
pengumuman terbuka yang dapat diketahui masyarakat

umum yang berisi antara lain :

f.1. Hadiah bagi investor berupa program tiket wisata
domestik 6 (enam) hari ;

f.2. Tiket tour wisata Program Peduli dan Loyalitas Gradasi ; -

e Bahwa hasil dari upaya terdakwa |. HENDRA GUNAWAN bin GATOT

SANTOSO dan terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD

DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO

(DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO)

untuk menarik minat calon investor / masyarakat umum supaya

menyetorkan dana tunai, selanjutnya setidaknya sampai dengan

tanggal 30 Agustus 2012 telah diperoleh dana investor dengan

perincian berdasarkan hasil keterangan para korban yang diperiksa

oleh Penyidik Polda Metro Jaya antara lain sebagai berikut: -------------

No [Nama Kapten Jumlah / Nilai Investasi Keterangan
(koordinator para (Rp) yang disetorkan ke PT.
Investor) GAN atau PT. GCP.

1 CARINI, SE bin Rp. 60.000.000,- Penyetoran dana
WANDA investasi _oleh investor /

2 |IDRIS SAHARUDIN  |Rp.  825.000.000,- kapten dilakukan secara
bin SAHARUDIN bertahap oleh karena
MADEAMAN terpengaruh dengan
ARYA SETIYAKI Rp.  580.000.000,- profit sharing ~ yang

dibayarkan di minggu-
minggu awal penyetoran
dana setelah itu ternyata

w

4 CIPTO RAHARJO bin  |Rp. 110.000.000,-

PUNGER . profit ~ sharing  tidak

5 YENI SEPTIANA binti Rp 835000000,' pernah d|bayarkan |ag|

SUPATNO bahkan dana  pokok

KADARISMAN invsetasi tidak dapat]

6 AMIN SUTRISNO Rp. 1.090.000.000,- ambil lagi oleh para

7 MARHUMAH binti Rp. 31.000.000,- investor karena dibawa /

MAKMUN dimanfaatkan oleh

8 |SUBHI bin ASMUNI _|Rp.  205.000.000,- tGeLS?\I?AW:N Ib' HEG’\E(F;#
9  |SHOFFIYAH Rp.  10.000.000,- n

ool SANTOSO dan terdakwa

ANGGARAENI binti :

MANSYUR 1. H. ILHAM HIDAYAT Ssi,

Apt bin H. ACHMAD

10 |ABU BAHARUDIN Rp. 20.000.000,- DIMYATI bersama dengan

alias ABU bin M. SUNAR SASONGKO

TOHIR. (DPO), ARMAN ARSETO

11 |PARULIAN Rp. 385.000.000,- (DPO), ANDRI

ZULKARNAIN, S.Sos WIDIATMOKO (DPO) dan

bin ABDUL KARIM MUHAMMAD RIJAL (DPO)

HABEAHAN untuk kepentingan

pribadi
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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12 |ELYAS PICAL bin H. Rp. 15.000.000,-

ISMAIL

13 |JOHAN HERU Rp. 340.000.000,-
PERMANA

14 |[SANEWOTO bin Rp. 4155.000.000,-

SAMODILARSO
15 |MUHAMMAD HUSEN |Rp. 280.000.000,-

bin HABIDIH

16 |ELLY HASNAWATI Rp. 30.000.000,-
alias ELLY binti
SARBINI

17 |AL KOKOM Rp. 50.700.000,-

KOMALASARI alias AL
binti H. MUHAMMAS

SYAHBAN
18 |DR. SUYAKA Rp. 200.000.000,-
19 [BOY ROCHMAT bin H. |Rp. 6.000.000,-
SYAEFUDIN
20 [NAHRAWI Rp. 1.750.000.000,-
21 |SURAJI bin HADI Rp. 80.000.000,-
SUMARTO
22 |SARPUAN bin Rp. 110.000.000,-
MUSTOPA
KAMALUDIN

Total minimal dana yang |+ Rp. 11.167.700.000,-
diterima oleh PT. GAN & PT.
GCP dari Investor
kemudian tidak
dikembalikan secara utuh

¢ Bahwa setelah terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO
dan terdakwa Il. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI
bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO),
ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) berhasil
mengumpulkan dana investor sebagaimana tersebut dalam rincian
tabel di atas ternyata kemudian para investor tidak mendapatkan
hak-haknya nya secara penuh sebagimana yang dijanjikan dalam
program-program PT. GAN dan PT. GCP, melainkan justru uang para
investor sebagian diantaranya tanpa seijin atau tanpa
sepengetahuan para investor telah digunakan untuk kepentingan
pribadi terdakwa |. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan
terdakwa Il. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI
bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO),
ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) ; ---------------
e Bahwa ketika para investor berusaha mendapatkan pengembalian

atas dana investasi yang telah disetorkan kemudian pihak
management PT. GAN dan PT. GCP terdakwa |. HENDRA GUNAWAN
bin GATOT SANTOSO dan terdakwa Il. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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H. ACHMAD DIMYATI bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO),

ARMAN ARSETO (DPO), ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD
RIJAL (DPO) berusaha mengulur-ulur waktu, menghindar,

menciptakan alasan-alasan yang bersifat semu atau bohong antara
lain pada tanggal 16 Maret 2012 bertempat di kantor pusat di Ruko
Ketapang Bisnis Center Blok A-7 JI. KH. Zainul Arifin No. 20 Krukut
Jakarta Barat terdakwa IIl. HENDRA GUNAWAN meminta investor
untuk menunggu pinjaman / bantuan dana talangan dari pihak
eksternal, namun ternyata alasan inipun tidak terwujud bahkan
kemudian terdakwa I. HENDRA GUNAWAN bin GATOT SANTOSO dan
terdakwa II. H. ILHAM HIDAYAT Ssi, Apt bin H. ACHMAD DIMYATI
bersama dengan SUNAR SASONGKO (DPO), ARMAN ARSETO (DPO),
ANDRI WIDIATMOKO (DPO) dan MUHAMMAD RIJAL (DPO) bersekutu
atas nama PT. GAN / PT. GCP menerbitkan beberapa cek sebagai
pembayaran kepada para investor, diantaranya dengan perincian : --

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12
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PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU
USAH DALAM BISNIS MULTI! LEVEL

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Adalah Negara Hukum (Ps 1 ayat (3) UUDB)-®erlindungan
JARKETING INVESTASI DANA (Studi Tenta'ﬂg Hukum- tujuan-tujuan hukum :Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian

PT. Gradg si Anak Negeri)

hukum;

Perkembangan dan pesatnya bisnis Penjualan Landgiudgdi Indonesia:
Produk barang menjadi produk jasa atau gabungan keduanya;

Pembaharuan pasar-ekonomi perlahan telah menimbkjahatan bisnis;
Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis);

Kelemahan Eerangkat hukum dalam menanggulangi Kegmaisnis:

Pandangan konvensional peranan sistem hukum perdata dan pidana;
DISUSSKS,\"PCS)'LEH, * Ekspansi pasar FurChange Group ke Indonesia pada 24t11: PT.
SN A FurChange Indonesia-tim distributor Gradasi Management
11340137 * Polemik PT. FurChange Indonesia dengan tim disiib@tadasi
PEMBIMBING Management terhadap Investasi 52 berakhir pada pemecatan tim;
Faisal Lugman Hakim, SH., M.Hum * Pembentukan PT. Gradasi Anak Negeri(PT. GAN) darGPddasi Cipta
2. Dr. Sri Wahyuni, M.Hum Pratama (PT.GCP) untuk melanjutkan Investasi 52;
(LAY (U « Polemik pengurus PT. GAN dengan para Investor padage ke-16
FAKULTAS SYARIAAH DAN HUKUM berujung pada penyelesaian hukum melalui sarana penal; PN Tangerang p/d
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA PT.Banten:

YOGYAKARTA
18, Agustus 2016

Semakin banyaknya Peraturan-peraturan dan Undarapgrng
membatasi ruang gerak kejahatan bisnis.

. Telaah Pustaka

B. Ru musan M as al ah 1. Darmanirmala, Praktik Bisnis Multi Level Marketing (MLM)

ddam Perspektif Hukum Kontrak.;

1. Bagaimana tanggung jawab dan penyelesaian hukum 2. mtd‘ﬁtitﬁl‘_fg\’/léllﬁ;@{mﬁgﬂ‘(ﬁﬂwkum Islam Terhadap Bisnis
: : : . :
PT. Gradasi Anak Negerl daalam Praktlk. Investasi 527 3. Ivana Iring RestuPaiaksanaan Perjanjian dalam Bisnis
2. Apakah Tanggung jawab dan penyelesaian hukum %u/g’ 7L_ ae/;/e’ /Igarke;ing (Mi M) Me'lu/gu;/l(//?/gﬁg-und;a_ng
; A i 0. un 1999 Tentang L arangan Praktik Monopoli
tersebut telah memenuhi perlindungan hukum bagi for Pl B Tiiak Sher

konsumen dan bagi pelaku usaha itu sendiri? 4. Wisely, Analisis Yuridis Terhadap Praktek Money Game

dalam Transaks Perdagangan Berbasis Multi L evel

Marketing;

5. Firman WahyudiMulti L evel Marketing (ML M) dalam
Kajian Figh Muamalah,

6. Anis Tyas KuncoroKonsep BisnisMulti L evel Marketing
dalam Perspektif Ekonomi Syariah




,,—%gfrr- ) e
~—E. Kerangka Teoritik
1. Konsep Perlindungan Hukum:Perlindungan konsumerpdiaku usaha,
menurut:

a. Satjipto Raharjo; Melindungi kepentingan seseoraefgim lembaga-
lembaga negara;

b.  Philipus M. Hadjon, Kumpulan peraturan/kaidah yakgnedapat
melindungi suatu;

c. Muktie A. Fadjar, Suatu upaya untuk melindungi hak ewajiban
subyek hukum dalam setiap intekraksinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum
sebagai suatu gambaran tersendiri yang berisi hak dan kewajiban dan/
sebagai fungsi dari hukum itu sendiri untuk memberikan keadilan,
ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

1) Perlindungan konsumen (Ps 1 angka 1 dan angkaf@d&s Ps 5 UU
No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen/UU PK);

2) Perlindungan Pelaku Usaha: (Ps 1 angka 3, Ps 6a® PK).

2. Konsep Bisnis MLM : Karakteristik (Perusahaan, Distributor, Konsumen,
Sistem Kerja, dan Komisi.

3. Teori Sistem Hukum: Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya
Hukum dan relavansinya

- -’Fﬂétodologi Penelitian

05/09/2016

1. Jenis Penelitian : Penelitian kepustakaan yang
menekankan pada hukum empiris;

2. Sifat Penelitian: Deskriptif-analitik

Sumber Data: Bahan hukum primer, Bahan Hukum
skunder, dan Bahan hukum tersier;

4. Teknik Pengumpulan Data :Mengumpulkan/inventarisir,
dan Membaca bahan-bahan kepustakaan on line / off
line

5. Analisis Data: Deskriptif-kualitatif

G. Sistematika Penulisan

¢ Bab satu adalah Pendahuluan, terdiri dari: Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian,
Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan
Sistematika Penulisan.

¢ Bab dua, berisi Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan
Konsumen, Pelaku Usaha, dan Bisnis MLM Investasi Dana.

* Bab tiga, berisi Tinjauan Umum Tentang PT. Gradasi Anak
Negeri dan Polemik Investasi 52.

* Bab empat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang beridi
Analisis Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha dalam
Kasus PT. Gradasi Anak Negeri.

¢ Bab lima, Kesimpulan dan Saran

~BAB |l

———
TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN, PELAKU USHA, DAN MLM INVESTASI DANA

A Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

it Konsepsi Konsumen dan Dasar Hukumnya: Secara harfiahmensdalah setiap orang
yang menggunakan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan lagi (lawan dat
produsen). Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU PK. Dalam uu PK
dimungkinkan untuk melakukan pembuktian terbalik

2. Hak-hak dan kewajiban Konsumen Perspektif UU PK: Hak-hakuoes diatur dalam
Pasal 4 UU PK terdapat 10 hak yang intinya berkaitan dengan masalah kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan. Adapun Kewajiban konsumen diatur adalm Pasal 5 UU
Pkterdapat 4 kewajiban yang intinya kehati-hatian dalam memilih dan membeli produk,
beritikad baik dalam transaksi, dan mengikuti penyelesaian hukum secara patut. Di samp|
itu adanya ketidakseimbangan dalam transaksi.

3 Asas-Asas Perlindungan Konsumen: Menurut Pasal 2 UU PKpterBaasas, seperti Asas
manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan asas
kepastian hukum. Jika diperhatikan substansinya, terdapat 3 asas, yaitu asas kemanfaate
asas keadilan, dan asas kepastian hukum

4 Konsepsi Perjanijian jual-beli pelaku usaha-konsumen danganaya Menurut
KUHPerdata dan KUHPidana: Perjanijian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540
KUHPerdata. Dan apabila Ps 1234 KUHPerdata tidak dipenuhi maka suatu subyek hukun
tersebut melakukan wanprestasi (terpenuhinya syarat materill dan formill). Terhadap
informasi yang mengelabui dalam perjanjian jual-beli dalam konsepsi KUHPidana bisa
berupa perbuatan curang dan penipuan ZPS 382 bis dan 378 KUHPidana)

hg




/_
Lanjutan...

B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha

ik Konsepsi Pelaku Usaha dan Dasar Hukumnya: Secara harféiitpradalah pengusaha
yang menghasilkan barang dan jasa. Lebih [anjut dijelaskan daalam Pasal 3 angka 1 UU PK
bahwa pelaku usaha termasuk perusahaan, BUMN, Koperasi, Pedagang, Distributor, dIl.
Pengertian pelaku usaha yang luas tersebut, akan memudahkan konsumen dalam menurjtut
ganti kerugian (tergantung dari hubungan hukumnya)

2 Hak-hak dan kewajiban Pelaku Usaha Menurut UU PK: Hak-hak pekdha diatur dalam

Pasal 6 UU PK yang intinya hak menerima pembayaran yang sesuai, perlindungan hukur

pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen, rehabilitasi, dan hak-hak lin yan|

diatur dalam perundangOundangan lainnya. Adapun Kewajiban pelaku usaha diatur dalan

Pasal 7 UU PK yang berisi 7 kewajiban yang intinya beritikad baik dalam melakukan

kegiatan usahanya, memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur, menjamin mutu

barang dan jasa, serta memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian konsumen akibaj

mengkonsumsi barang dan jasa yang di jual.

Hubungan Hukum Pelaku Usaha Dengan konsumen: Hubungan Langsung dagatiubun

Tidak Langsung memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda

4 Perbuatan %andg Dilarang Pelaku Usaha dlaam Kegiatan Bi@mdapat 10 larangan bagi
pelaku usaha di dasarkan pada Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) UU PK. Terhadap pelanggrah
ini, pelaku usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling
banyak Rp. 200.000.000

w
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““anjutan

C. Perkembangan Bisnis MLM, Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Hukum dan
Pengaturannya di Indonesia
1. Konsepsi Bisnis MLM/pen|juaIan langsung Investasi dan Didskumnya:
Secara harfiah Multi Level Marketing adalah pemasaran J/ang berjenjang banyal
ang memiliki karakteristik berupa Benjualan barang/produk, jasa marketing yal
ertingkat-tingkat dengan imbalan berupa marketing fee, bonus yang
dihitungberdasarkan prestasi, penjualan, dan status keanggotaan distributor.

73/MPP/Kep/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang,
Permendag No. 13/M-DAG/PER/3/2006 disempurnakan melalui Permendag No
32/M-DAG/PER/8/2008 dan perubahannya dalam Permendag No. 47/M-
DAG/9/2009 TENTANG Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan dengd
Sistem Penjualan Langsung.Sedangkan penanaman modal atau Investasi men
Ahmad Kamaruddin ialah menempatkan uang atau dana dengan harapan untul4
memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.
Lebih jauh dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 tahun 2007 tentang‘(
enanaman modal. Selain itu, terdapat penanaman modal langsung dan tal

langsung.Adapun konsepsi dari MLM Investasi dana, ialah bisnis yang
menggabungkan dua aspek sekaligus (penjualan produk barang dan/jasa) meld
sistem pemesaran yang berjenjang banyak.

2. Ruang Lingkup Sistem Bisnis MLM : Perusahaan, Distributor,skioren, sistem
Kerja, dan Komisi

Bisnis MLM diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan N¢.

/.V
Lanjutan...

3. Prinsip-sinsip Tanggung Jawab Hukum : Prinsiggang
jawab karena kesalahan, Prinsip praduga bertanggung
jawab, prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab,
prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab
terbatas

4. Praktik Bisnis MLM Investasi Dana Dalam Kajian
Undang-undang

rut

=



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN PELAKU USAHA DALAM
BISNIS MULTI LEVEL MASRKETING INVESTASI DANA
(Studi Tentang PT. Gradasi Anak Negeri)

Perlindungan Hukum
Konsumen dan Pelaku Usaha

Hubungan Hukum Hubungan Hukum
Konsumen > ERIE M%xl{%\;el?tam Bang < Pelaku Usaha
Subyek Hukum Obyek Hukum Subyek Hukum
|
Hak dan Kewajiban P N S — P Benturan @ » Hak dan Kewajiban
l
| | | |
Perusahaan Distributor Konsumen Sistem Kerja Komisi
Sengketa Konsumen
UU No. 8/1999
Non-Penal = Penal
Ps47:Ps49-Ps60 (2)UUPK — 3 Te‘ﬁrllflstem <«—— Ps48: Ps 62 (1)dan (2) UU PK
ukum
| 1
Struktur Hukum Substansi Hukum Budaya Hukum
v

Tujuan-tujuan Hukum
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